° BUPATI BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
BUPATI BENGKALIS
NOMOR 173 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2001 /2002

BUPATI BENGKALILS,

bahwa untuk menunjang  Pelaksanaan  Waib  Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Peningkatan [Daya Tampung

bagi lulusan Seckolah Lanjuten Tingkal Pertama (SLTP},

dipandany perlu menetapkanr  Pembukaan dan  Penegrian

Sekolah Tahun Pelajaran 2001 ¢ 2002.

I3

Undang-undang  Nemor 12 Tahun 1956  tenmng
Pembentukan  Dacrah Otonom Kabupaten  Dalam
Lingkungan Duersh Propivsi Sumatra Tengah (Lembaren
Negara Republik Indonesia Tahun'1956 Nomor 25); -
Undang-undan Nomor 2 Tahun 198Y tentang Sistem
Pendidikan  Nusional  {Lembaran Negara Republik
Indonesia) Tahun 1989 Nomor 6, Tambaban Lembaran
Negara Republik [ndonesta Nomor 3390);

Undang undang 22 Tuabun 1999 tentang Pemernntahan
Daerah (Lemnbaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 1999
Nomor GO, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 3839

Undang-undany  Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbango o Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah {Lembaran Negarn Hepublik Indomesia Tabun 996

WNomor 720,



-1

9%

Peraturan Pemeriatah MNomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolalh (Lembaran Negara Repubiik
Indenesia Tabun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk [ndonesia Nomor 341 1);

Peraturan  Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tenrang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3412, Sebagaimanz telah
diubah dengar Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3703},

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 lentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia lTahur 1990 Nomeor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 3413). Scbagaimana
telah dlubal dengan [eraturan Pemenintah Nomor 356
Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Womor 37647

Peraturan Pemerintuh Nomer 72 Tahun 1991 tentang
Pendidikan  Luar  Biasa (Lembaran Negara Republix
Indonesia Takun 1991 MNemoeor 94, Tambabhan Lembuaran
Negara Republik Indenesia Nomor 3460)

Peraturan Pemerinluh Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dun Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan  Undeng-Undang,  Rancangan  Peraturan

Pemerintal dan Rancangan Keputusan Presiden:

s« BT



1.

12,

14,

L6,

CPeraturan Daeral: Bu

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun -
1999 tenluny  Kedudukan, Tugas. lungs:, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departernen, scbagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 157 Tahun 1999:

Keputusan Menter: Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
035/0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi
SLTP serta Organisast dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana
telah  diubah  dengan  Keputusan  Menteri  Pendidikan

Nasional Nemaor [R3/072000;

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

035/0/1997 temang perubaban Nomenklatur SMA serta
Ouganisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana diubah
dengan Kepurusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

090/0/ 2000,

Keputu;un Meunteri Pendidikan dan Kebudaysan Nemor
036/0/1997 rtentang Perubahan Nomenklatur SMKTA
menjadi SMK serte Organisasi. dan Tala kerja SMK.
schagaimana teluh diubah dalam  Keputusan  Menter

Pendidikar Nasional Nemar 091/0/2000;

. Keputusan Mentenn Pendudikan dan Kebudayaan Nomer

0205/0/197% rentang Susunar Organisasi dan Tata Kerja

Sekolah Luar Hiasa:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
O296/0/ 197 wentany Susunan Organisas: dan Tt Kerjit

Taman Eanak-kanak;

. Keputesan Menteri Pendidikan  Naswonal  Nomaor

010/0/2000 terrane Organisast dan Tata Kerja Departeme

Pendidikan Nasonal;

Cubupater Bengkalis Nomor 20 Tabun
2001 tentang Pembentukan Organisast dan Tata Kera

A

Dinas Pendodiban,



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERTAN SEKOLAH TAHUN
PELAJARAN 2001 2002,

Pasal 1.
(1) Membuka Sekolah Taman Kanak-Kanak ({TK), Sekolah
Dasar (SD). Sckolali Lanjuian Tingkat Pertama (SLTP),
Sekolah Menengah Umnum (3MU), dan Sekolah Menengan

Kejuruan (SME] Megert

(2).Mencgerikarn Taman Kanak-Kanak {TK), Sckolah Dasar
(SD), Sekolah Lunjutan Tingkat Pertama (SLTP}, Sekolsh
Menengah  Umum (SMU. dan Sekolab Meneagah

L

Kejuruan (SMK) Swasta,

(3).Nama dan Lokasi Sckolah sebagaimana dimaksud dalam
avat | dan avat 2 tercantum dalam Lampiran | Keputusan
ini.

Pasal 2

(1) Kedudukan tigas dan Tungs: serta 5Lrs'.iz1a|'. dan organisasi
dan tata kena TR 313, SLTP,SMU dan SME Negen
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 1, keputusan i
berpedoman hepada ketentuan yang berlaku.

(2).Bagian Organisasi sekolah scbagaimana dimaksud dalam
ayat (11 keputusan ini. merupakan bagian yang tak
terpisahkan.

Pusal 3.
Menugaskan Kepala [Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis

untuk  melaksanakan Pembukaan dan Penegenan  Sekolah

sebagaimana dimaksud calam Pazal 1.
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Fasal 4
Biaya untuk pelaksansan keputusan i dibebankan pada
mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kelom 7
larapiran 1 Keputusan ini

Keputusan ini mulai berlakn pada tanppal ditetapkan.

itetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1¥ Maret 2002

BUPATI BENGKALIS
Wl

1L SYAMSURIZAL

Diundangkan'di Bengkalis
hada tangpal 26 hiarer 204072

RTARIR DAERAH
ﬁﬁdk

.p BENGERALIS
V .-
g \1.
ul‘i ACHMAINSH

PINBINA UTAMAMARYA NIP 420002 213 i )

IEMBARAN DAFRAH FARTUPATEN BEMNGE ALTS TAHLU h, 2002
NOMOR 15,



